
PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 1983 

TENTANG 
PAJAK PENGHASILAN 

 
UMUM 
 
1. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat(2) sistem dan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan 
pemungutan pajak negara, termasuk tentang Pajak Penghasilan, harus ditetapkan dengan 
undang-undang. 

2. Pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila diarahkan agar Negara dan 
Bangsa mampu membiayai pembangunan Nasional dari sumber-sumber dalam negeri 
dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapatan tinggi dan 
golongan berpendapatan rendah, sesuai dengan rasa keadilan, untuk mendorong 
pemerataan Pembangunan Nasional dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional. 

3. Pajak Penghasilan yang merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal 
dari pendapatan Rakyat, perlu diatur dengan undang-undang yang dapat memberikan 
kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam Negara Demokrasi Pancasila. 

4. Undang-undang Pajak Penghasilan ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada 
dasarnya menyangkut Subyek Pajak (siapa yang dikenakan), Obyek Pajak (penyebab 
pengenaan), dan Tarip Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang 
merata serta pembebanan yang adil. Sedangkan tata cara pemungutannya diatur dalam 
undang-undang tersendiri dalam rangka mewujudkan keseragaman, sehingga 
mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami, serta mematuhinya. 

5. Dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, pengenaan pajak 
atas penghasilan diatur dalam berbagai undang-undang, yaitu : 
a. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata 

cara pengenaan pajak atas penghasilan dari badan-badan. 
b. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan 

tata cara pengenaan pajak atas penghasilan dari orang-orang pribadi. Dalam 
Ordonansi ini juga diatur pemotongan pajak oleh pemberi kerja atas penghasilan dari 
pegawai atau karyawan dari pemberi kerja tersebut. 

c. Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen Royalti 1970, yang mengatur mengenai 
materi pengenaan dan tata cara pengenaan pajak atas penghasilan berupa bunga, 
dividen, dan royalti, yang wajib dipotong oleh orang-orang dan badan-badan yang 
membayarkan bunga, dividen, dan royalti yang bersangkutan. 

d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
1967, yang mengatur mengenai tata cara pengenaan pajak atas penghasilan, terutama 
berupa laba usaha, sepanjang mengenai tata cara pemungutan oleh pihak lain (MPO) 
dan pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri (MPS-Masa) dalam tahun berjalan serta 
perhitungan pada akhir tahun(MPS-Akhir). 

 
 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


6. Dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru, diatur: 
a. semua ketentuan yang berkenaan dengan materi pengenaan pajak atas penghasilan 

yang diperoleh orang pribadi atau perseorangan dan badan-badan, diatur dalam 
undang-undang ini 

b. ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak baik berkenaan dengan 
Pajak Penghasilan, maupun berkenaan dengan pajak-pajak lain yang pengenaannya 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diatur dalam Undang-undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Tujuan dari penyederhanaan ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, adalah 
untuk mempermudah masyarakat mempelajari, memahami, dan mematuhinya. 
Undang-undang ini menyederhanakan struktur pajak, seperti jenis-jenis pajak, tarif dan 
cara pemenuhan kewajiban pajak. Tarif pajak ditetapkan secara wajar berdasarkan 
prinsip-prinsip pemerataan dalam pemungutan pajak dan keadilan dalam pembebanan 
pajak. Struktur tarif disederhanakan dan bersifat progresif, artinya semakin tinggi 
penghasilan semakin tinggi persentase tarif pajak. 
Tarif untuk orang pribadi atau perseorangan sama dengan tarif untuk badan, dengan 
tingkat tarif maksimal yang lebih rendah dari pada tarif lama, sehingga akan dicapai 
kebaikan-kebaikan sebagai berikut: 
a. sederhana, artinya bagi Wajib Pajak mudah untuk menghitung, bagi administrasi 

pajak mudah menguji penghitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak; juga 
bagi Wajib Pajak badan tidak ada lagi tarif yang berbeda-beda, sehingga lebih 
mendukung lagi kesederhanaan dan kemudahan seperti disebutkan di atas. 

b. keadilan dan pemerataan beban, berlakunya tarif yang sama saja bagi tingkat 
penghasilan yang sama dari manapun diterima atau diperoleh. 

c. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, oleh karena tarif marginal tertinggi hanya 
35%(tiga puluh lima persen), maka kerelaan Wajib Pajak untuk membayar akan 
meningkat; meningkatnya kerelaan membayar dan bertambah mudahnya bagi 
administrasi pajak untuk menguji akan lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

d. mengurangi pengalihan penghasilan dari badan kepada perseorangan atau sebaliknya, 
sebab pengalihan semacam itu tidak memberikan manfaat kepada Wajib Pajak. 

 
PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak atas penghasilan, baik penghasilan yang 
diterima atau diperoleh orang pribadi atau perseorangan maupun badan yang terhutang 
selama satu tahun pajak. 

  
Pasal 2 

Ayat (1) 
Pengertian Subyek Pajak mencakup, baik orang pribadi atau perseorangan dan warisan 
yang belum terbagi maupun badan. 
Huruf a 
1) Orang pribadi atau perseorangan adalah Subyek Pajak, baik apabila mereka 

bertempat tinggal di Indonesia maupun apabila mereka bertempat tinggal di luar 
Indonesia. Mereka yang bertempat  tinggal  di Indonesia mulai menjadi Subyek 
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Pajak pada saat lahir di Indonesia, atau bila seseorang berada di Indonesia lebih 
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12(dua belas)bulan, 
maka ia menjadi Subyek Pajak pada saat pertama kali berada di Indonesia. Jumlah 
183 (seratus delapan puluh tiga) hari tersebut tidaklah harus berturut-turut. 
Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lagi menjadi 
Subyek Pajak pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk 
selama-lamanya. Bagi mereka yang bertempat tinggal di luar Indonesia, baru 
menjadi Subyek Pajak di Indonesia apabila mereka dapat menerima atau 
memperoleh penghasilan dari Indonesia. Mereka tidak lagi menjadi Subyek Pajak 
di Indonesia pada saat tidak-mungkin lagi menerima atau memperoleh penghasilan 
di Indonesia, yaitu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. 

2) Warisan yang belum terbagi merupakan Subyek Pajak pengganti, yaitu 
menggantikan yang berhak.Bagi warisan yang belum terbagi mulai menjadi 
Subyek Pajak pada saat timbulnya warisan termaksud(sejak saat meninggalnya 
pewaris), dan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada mereka yang 
berhak(ahli waris). 
Warisan baru menjadi Wajib Pajak apabila warisan yang belum terbagi itu 
memberikan penghasilan. 

Huruf  b 
Badan-badan seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik 
negara, dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan 
koperasi, yayasan atau lembaga merupakan Subyek Pajak pada saat didirikannya 
badan usaha atau organisasi tersebut, atau pada waktu memperoleh penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bagi badan yang didirikan atau bertempat 
kedudukan di luar Indonesia. 
Bagi badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia tidak lagi 
menjadi Subyek Pajak setelah penyelesaian likuidasi, dan bagi badan yang 
didirikan atau bertempat kedudukan diluar Indonesia, tidak lagi menjadi Subyek 
Pajak Indonesia pada saat terputusnya hubungan ekonomis dengan Indonesia yaitu 
sejak tidak mungkin lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
Perlu diperhatikan, bahwa setiap unit tertentu dari badan pemerintah yang 
melakukan kegiatan usaha secara teratur di bidang sosial ekonomi merupakan 
Subyek Pajak sebagai badan usaha milik negara. 
Sudah barang tentu, badan usaha milik negara akan benar-benar dikenakan pajak, 
apabila terdapat Obyek Pajak, yaitu mendapatkan penghasilan. Demikian pula 
halnya dengan badan usaha milik daerah. 
Suatu badan di luar Indonesia yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia 
mulai menjadi Subyek Pajak di Indonesia, sejak adanya bentuk usaha tetap itu. 

Ayat (2) 
Cukup jelas  

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas.  
Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 

Bentuk usaha tetap di Indonesia dari badan atau perusahaan luar negeri 
digolongkan sebagai Subyek Pajak dalam negeri. Pada prinsipnya Subyek Pajak 
dalam negeri akan dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya dimanapun 
diperoleh, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.  
Penghasilan dari bentuk usaha tetap sebagai Wajib Pajak dalam negeri dirumuskan 
tersendiri dalam Pasal 5. Yang dapat mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia 
bukan saja setiap badan, tetapi juga setiap perusahaan termasuk perusahaan 
perseorangan di luar Indonesia.  
Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah wujud tertentu atau sesuatu yang 
kurang lebih mempunyai sifat tetap, yang dijadikan pusat kegiatan sebagian atau 
seluruh usaha di Indonesia dari suatu badan atau perusahaan yang didirikan, 
bertempat kedudukan atau berada di luar Indonesia.  
Yang dimaksud dengan menjalankan usaha secara teratur ialah melakukan 
kegiatan usaha yang menunjukkan adanya maksud untuk dilakukan terus menerus. 
Misalnya dalam hal pemberian jasa-jasa (furnishing of services), yang di dalamnya 
termasuk pemberian jasa konsultasi (consultancy services), apabila diberikan satu 
kali oleh seorang asing yang datang di Indonesia sebagai turis, karena kebetulan 
diminta oleh seorang temannya di Indonesia, maka pemberian jasa semacam itu 
belum termasuk kegiatan usaha yang dilakukan secara teratur, dan oleh karena itu 
belum dapat dianggap adanya bentuk usaha tetap di Indonesia.  
Namun apabila turis tersebut datang lagi ke Indonesia Untuk memberikan jasa 
konsultasi atas nama suatu perusahaan luar negeri karena misalnya 
direkomendasikan oleh temannya tersebut diatas, kepada suatu perusahaan di 
Indonesia, maka telah terdapat suatu petunjuk tentang adanya maksud untuk 
memberikan jasa konsultasi di Indonesia secara terus menerus dan oleh karena itu 
dalam hal ini telah terdapat bentuk usaha tetap di Indonesia. Perusahaan asuransi 
luar negeri mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, apabila perusahaan 
tersebut menerima pembayaran premi asuransi di Indonesia atau menanggung 
risiko di Indonesia, melalui karyawannya atau perwakilan lain, yang bukan 
merupakan agen yang mempunyai kedudukan bebas (independent).  
Sebuah perusahaan luar negeri tidak dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di 
Indonesia apabila dalam melakukan kegiatannya di Indonesia, dipergunakan 
perantara atau broker atau agen lain yang sifatnya bebas, asalkan perantara atau 
agen tersebut bertindak dalam rangka perusahaannya sendiri.  
Oleh karena itu, bila agen tersebut bertindak sepenuhnya atau hampir sepenuhnya 
atas nama perusahaan luar negeri itu, maka perantara atau agen tersebut tidak 
memenuhi syarat sebagai agen yang mempunyai kedudukan yang bebas, dengan 
perkataan lain, perantara atau agen tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari 
perusahaan luar negeri tersebut.  

Ayat (4) 
Subyek pajak luar negeri adalah Subyek Pajak yang bertempat tinggal atau 
berkedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan 
dari Indonesia. Subyek Pajak yang benar-benar memperoleh penghasilan dan oleh 
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karena itu berkewajiban untuk membayar pajak, disebut dalam undang- undang ini 
sebagai Wajib Pajak.  
Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah seseorang atau suatu badan yang telah 
memenuhi syarat-syarat kewajiban subyektif dan obyektif.  
Perbedaan yang penting dari kewajiban Wajib Pajak dalam negeri dibandingkan dengan 
kewajiban Wajib Pajak luar negeri adalah bahwa Wajib Pajak dalam negeri, setelah 
tahun pajak berakhir, berkewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Tahunan.  
Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan itu Wajib Pajak melaporkan tentang semua 
penghasilan yang diterima atau diperoleh, penghitungan penghasilan kena pajak, dan 
pajak yang terhutang.  
Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan itu Wajib Pajak juga melaporkan tentang semua 
pelunasan atas pajak yang terhutang. Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan  itu  telah 
diisi dengan benar dan pajak yang terhutang telah dilunasi sebagaimana mestinya, maka 
kepada Wajib Pajak yang bersangkutan tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak. 
Surat Ketetapan Pajak hanya perlu dikeluarkan, dalam hal Wajib Pajak tidak 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan atau dalam hal Surat Pemberitahuan 
Tahunan tidak benar dan/atau tidak lengkap, sehingga pajak yang, kurang dibayar perlu 
ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak, ditambah dengan sanksi administrasi yang 
berkenaan. Sedangkan atas Wajib Pajak luar negeri tidak diwajibkan menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Tahunan.  

Ayat (5) 
Untuk menentukan seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal atau 
bertempat kedudukan di Indonesia adalah berdasarkan keadaan atau kenyataan yang 
sebenarnya, sehingga dengan demikian tidak ditentukan berdasarkan hal-hal yang 
sifatnya formal.  

Ayat (6) 
Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan seseorang atau 
suatu badan berada bertempat tinggal atau berkedudukan. Hal ini berdasarkan 
pertimbangan praktis untuk memberikan kepastian hukum. 

  
Pasal 3 
Huruf a dan huruf b 

Sesuai dengan kelaziman internasional, anggota perwakilan diplomatik, konsuler dan 
pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai Subyek Pajak di negara tempat mereka 
mewakili negaranya. Demikian juga halnya dengan anggota Angkatan Bersenjata negara 
asing dan wakil-wakil organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO), 
International Monetary Fund (IMF)dan sebagainya. Syarat timbal balik adalah merupakan 
kelaziman internasional.  
Jika mereka mempunyai pekerjaan lain atau usaha, maka pengecualian itu gugur dan akan 
dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan lain atau 
kegiatan usahanya.  

Huruf c 
Berdasarkan tujuan dan sifat dari Perusahaan Jawatan, maka Perusahaan Jawatan dapat 
dikecualikan sebagai Subyek Pajak, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. 
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